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Kata Pengantar 


ulisan-tulisan dalam buku ini adalah orisinal, dalam 

aini ditulis secara khusus untuk buku ini. Kendatipun 
ditulis dalam bentuk topikal, tetapi sekalian bab dalam 
buku ini diikat oleh suatu perspektif atau optik tertentu 
dalam memandang dan memahami hukum, yaitu tidak 
dalam batas-batas hukum itu sendiri (niet uitsluitend aan 
de hand van binmen het recht beschikbare rechtsbronnen). 
Diamati dalam konteks yang demikian itu, hukum itu 
tampak sclalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika 
kehidupan manusia. Sesungguhnyalah, hukum adalah 
untuk manusia. 

Penempatan hukum dalam konteks yang luas itu 
membawa kita kepada pembicaraan tentang hukum dalam 
hubungannya dengan lingkungan sosial, manusia, dan 
lebih khusus lagi, perbuatan manusia. Sesungguhnya 
dalam kehidupan berhukum, faktor dan campur tangan 
manusia tidak pernah berhenti berkelebat, baik sebagai 
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Operator maupun sasarannya. Karena peranan manusia 
yang terus-menerus itu, kita perlu lebih memastikan, bahwa 
manusialah aktor penting di belakang kehidupan hukum. 

Oleh karena itu, buku ini banyak membicarakan 
tentang "cara berhukum”, "cara manusia berhukum”, 
"cara suatu bangsa berhukum”, sesuatu yang belum lazim 
digunakan dalam tulisan mengenai hukum. Buku ini tidak 
pernah berhenti "mencurigai” berkelebatnya manusia 
sebagai dinamisator hukum, baik dalam hal menciptakan 
dan menjalankan (making the law), maupun mematahkan 
dan merobohkannya (breaking the law). 

Cara berhukum yang demikian itulah yang men- 
jadikan kehidupan hukum itu tidak pernah berhenti, 
melainkan bergulir terus dan berubah dari waktu ke 
waktu. Dari perspektif vang demikian, kita tidak akan 
terjebak dalam "kepastian hukum”, status guo, dan hukum 
sebagai "skema yang rampung (finite)”, melainkan suatu 
kehidupan hukum yang selalu mengalir, baik melalui 
perubahan undang-undang, maupun tidak. Pada saat kita 
menerima hukum sebagai sebuah skema untuk kehidupan 
manusia secara final, maka hukum bukan lagi untuk 
manusia, melainkan manusialah untuk hukum. Maka akan 
terjadilah pemaksaan terhadap manusia untuk dapat 
dimasuk-masukkan ke dalam skema hukum. 

Saya kira, sulit menyampingkan gambaran tentang 
keadaan sebagaimana diuraikan di atas, kecuali hanya 
akan mengganggu jalan cerita mengenai hukum sepanjang 
sejarah. Perspektif dinamika kehidupan hukum yang terus 
bergerak dinamis akan mengalami distorsi, manakala kita 
tidak bersedia untuk membaca hukum dengan meng- 
gunakan optik yang progresif itu. 

Buku ini sengaja tidak ditulis menurut standard aka- 


demis yang ketat, misalnya mengharuskan untuk 
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mencantumkan sumber buku, artikel, yang dikutip. Pada 
hemat saya, pencantuman sumber-sumber tidak akan 
mengakrabkan pembaca dengan isi huku ini, karena akan 
berbau akademis. Perdebatan akademis yang mengiringi 
hal-hal yang ditulis dalam buku ini, juga diusahakan 
untuk ditekan serendah-rendahnya. Semuanya diusaha- 
kan untuk ditulis sebagai sebuah cerita yang mengalir saja, 
supaya pembaca merasa lebih nyaman. 

Separi dikatakan di muka, dalam buku ini, baik faktor. 
peranan manusia, Maupun masyarakat, ditampilkan ke 
depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan per- 
gwatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya 
hukum seyogyanya dilihat dalam konteks yang lebih besar 
daripada hanya dibicarakan dalam konteks hukum itu 
sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya 
sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebaha- 
gilaan manusia. 

Sejak digunakan optik yang demikian itu, maka 
kendatipun penting, hukum tidak menempati posisi sentral, 
apalagi memonopoli pekerjaan. Hegemoni hukum, kalau 
Wu ada, hanya dilihat sebatas otoritas atau legalitas. 
Pekerjaan selanjutnya yang lebih fungsional hendaknya 
diserahkan kepada kekuatan-kekuatan otonom dalam 
masyarakat. 

Disadari benar, bahwa tidak semua penulis sependapat 
dengan pemikiran tersebut dan mereka yang tidak sepen- 
dapat tetap dihargai dan dihormati. Dipahami dalam 
konteks pluralitas yang demikian itu, maka hal-hal yang 
ditulis dalam buku ini hendaknya dilihat sebagai cara 
memandang dan memahami kehidupan hukum dari sisi 
yang berbeda saja. 

Apa yang disajikan dalam buku ini didasarkan atas 
pengamatan, bahwa hukum tidak pernah bisa 
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meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom 
masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri. Ke- 
kuatan-kekuatan tersebut akan selalu ada, sekalipun 
dalam bentuk terpendam (latent). Pada saat-saat tertentu ia 
akan muncul dan mengambil-alih pekerjaan yang tidak 
bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum negara. Maka 
sebaiknya memang hukum itu dibiarkan mengalir saja. 

Kepada Penerbit Buku Kompas, yang untuk kesekian 
kalinya bersedia menerbitkan naskah-naskah saya, di- 
ucapkan terima kasih. « 


Satjipto Rahardjo 
Semarang, 2007 
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K ehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari 
bermacam-macam sudut. Para profesional hukum, 
seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja 
di pemerintahan, akan melihat dan mengartikan hukum 
sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Bagi me- 
reka tidak ada keragu-raguan lagi, bahwa hukum itu 
tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan 
tersebut. Optik yang demikian itu dapat dimengerti, oleh 
karena pekerjaan mereka memang mengharuskan demi- 
kian itu. Ibarat dokter yang bekerja dengan stetoskop, maka 
para profesional hukum bekerja dengan undang-undang. 
Di sini otoritas perundang-undangan adalah demikian 
besar, sehingga dapat dikatakan, bahwa di luar undang- 
undang tidak ada hukum. Para profesional adalah go- 
longan yuris sebagai pemain (Belanda: medespeler), se- 
hingga posisi mereka berhadapan dengan hukum adalah 
posisi yang melekat pada hukum (attached concern). Kredo 
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mereka adalah "menyelesaikan soal dengan menerapkan 
undang-undang”. 

Berbeda dengan golongan tersebut di atas, para pen- 
studi atau ilmuwan hukum (legal scholar, scientist), melihat 
hukum sebagai suatu obyek yang dipelajari, yang tu- 
juannya adalah untuk mencari kebenaran. Bagi mereka ini, 
hukum itu bukan barang sakral yang tidak boleh di- 
pertanyakan atau dipersoalkan lagi, semata-mata dengan 
alasan, bahwa itu sudah menjadi undang-undang. Kepe- 
dulian mereka adalah untuk menemukan kebenaran 
tentang hukum, bukan keharusan menjalankan hukum. 
Para yuris yang masuk dalam kategori ini disebut sebagai 
pengamat (Belanda: toeschouwer). Posisi mercka ber- 
hadapan dengan hukum adalah mengambil jarak (de- 
tached concern). Kredo mereka adalah "pencarian dan 
pencerahan”. 

Kedua golongan yuris tersebut sama-sama dibutuhkan 
oleh masyarakat. Di satu pihak, kehidupan sehari-hari yang 
nyata membutuhkan pedoman dan patokan konkret dan di 
lan pihak membutuhkan kebenaran dari hukum yang 
berlaku. 

Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dan 
memikirkan kembali hukum yang selama ini digunakan, 
termasuk doktrin, adagia. dan asas-asasnya. Dengan demi- 
kian, maka hukum tidak dilihat sebagai kcharusan- 
keharusan semata, melainkan dibedah untuk melihatnya 
dalam terang cahaya kebenaran. Dari perspektif ini, maka 
bab-bab dalam buku ini bisa digolongkan ke dalam tulisan 
kritis mengenai hukum yang berlaku, termasuk mengenai 
pemahaman konvensional yang mendukungnya. Paham- 
paham yang secara konvensional telah mapan, diper- 
tanyakan kembali, sehingga terjadi sanacam penggugatan 
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terhadap kemapanan tersebut, apakah itu mengenai hege- 
moni hukum negara, kepastian hukum atau lain-lainnya. 

Pembahasan yang dilakukan terhadap topik-topik 
dalam buku ini, berangkat dari suatu filsafat tertentu, yang 
membiarkan hukum itu mengalir secara progresif. Ber- 
dasarkan pengamatan terhadap kehadiran dan bekerjanya 
hukum dalam masyarakat, ditemukan berbagai kontra- 
diksi, seperti bekerjanya hukum yang kontra-produktif. 
Hukurn yang membawa panji-panji keteraturan dan 
ketertiban, misalnya, ternyata dapat menimbulkan suasana 
yang sebaliknya. Ia tidak hanya bersifat ordegenik, melain- 
kan juga kriminogenik. Produk legislasi yang memiliki 
maksud dan ideal tertentu sebagaimana dapat dibaca pada 
bagian konsiderans, pada waktu dilaksanakan dapat 
menimbulkan distorsi terhadap struktur lokal yang telah 
mapan. 

Contoh yang menonjol adalah " Kasus Undang-undang 
Pemerintahan Daerah” (UU Nomor 5 Tahun 1979), yang 
akhirnya merusak struktur pemerintahan lokal yang telah 
berfungsi dengan baik selama ratusan tahun. Dalam buku 
ini juga ditulis, bahwa hukum nasional tidak hanya 
memberikan berkah bagi masyarakat, melainkan juga 
dapat menjadi beban bagi komunitas lokal. 

Dalam situasi-situasi seperti disebutkan di atas, maka 
hukum hendaknya dibiarkan mengalir begitu saja untuk 
menemukan tujuannya sendiri. Apabila hukum tetap 
bersikukuh untuk dilaksanakan begitu saja, kehadiran 
hukum akan menjadikan masyarakat lebih menderita 
daripada bahagia. 

Bersikukuh menjalankan hukum begitu saja adalah 
mempertahankan keadaan status guo, yang lazim ber- 
lindung di belakang konsep kepastian hukum. Hukum 
memang bertindak keras terhadap masyarakat, tetapi 
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hukum yang bagaimana yang dijalankan dengan kete- 
gasan dan kekerasan itu? 

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, banyak dijum- 
pai benturan antara realitas dan dinamika masyarakat 
dengan hukum yang berlaku. Mempert#hankan hukum, 
berarti mengambil risiko menghentikan dinamika masya- 
rakat, sementara mengikuti realitas dan dinamika, berarti 
melawan status guo yang ingin dipertahankan oleh ke- 
pastian hukum. 

Sangat disadari, bahwa menemukan titik keseim- 
bangan antara “seberapa besar hukum” dan "seberapa 
besar dinamika” adalah pekerjaan yang sama sekali tidak 
mudah, tetapi tetap perlu dilakukan. Tulisan-tulisan dalam 
buku ini menolak pendapat, bahwa hukum itu adalah 
suatu skema yang final (finite schemel). 

Untuk mengobati luka-luka yang disebabkan oleh 
kesenjangan antara bekerjanya hukum berhadapan 
dengan dinamika masyarakat, buku ini menyarankan agar 
hukum itu dibiarkan mengalir saja. Dengan demikian ide 
penulisan buku ini menjadi sangat dekat atau bahkan 
sudah menyatu dengan "Panta rei” (All things flow: noth- 
ing endures) dari Heraclitus atau Tao dalam Konfusianisme. 
Maka apabila dikehendaki, buku ini juga boleh diberi 
judul tambahan sebagai "Tao dari Hukum” (The Tao of 
Law). Apabila hukum tidak dibiarkan mengalir, maka alih- 
alih memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada 
masyarakat, hukum memiliki potensi untuk menimbulkan 
kerusakan pada masyarakat. 

Benturan-benturan antara hukum negara dengan orde 
masyarakat yang lebih alami memang tak dapat dihindari, 
apalagi bagi suatu negara dan bangsa yang sangat 
majemuk seperti Indonesia. Buku ini menyarakan agar 
proses hukum itu tidak dibatasi sebagai "proses hukum”, 
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melainkan juga sebagai "proses sosial”. Melalui akomodasi 
proses sosial ini diharapkan, bahwa hukum akan mampu 
mengobati dirinya sendiri, yaitu manakala dibiarkan 
mengalir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara 
"lebih sosial” daripada yuridis. Dalam konteks ini, kata- 
kata Karl Renner sungguh tepat, yaitu membiarkan hukum 
"gradually works out what is socially reasonable”. Inilah 
yang ingin dinamakan sebagai kearifan "Tao dari hukum 
itu”. & 
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Pergulatan Manusia 
dan Hukumnya 


S ejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia 
tidak bisa hidup di luar jejaring tatanan, bagaimana 
dan apa pun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa 
manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, 
lebah dan lain-lainnya. Tetapi apabila komunitas semut itu 
bersifat alami, maka boleh dikatakan, bahwa jejaring 
tatanan manusia adalah buatan (man made), artifisial. 
Persoalan segera muncul dari tatanan yang bersifat arti- 
fisial itu. Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh 
manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya. 
Manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri: 
namun pada waktu yang sama ia berusaha untuk mele- 
paskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri itu, mana- 
kala dirasakan tidak cocok (lagi). Sepanjang sejarahnya, 
manusia meninggaikan jejak-jejak yang demikian, yaitu 
membangun dan mematuhi hukum (making the law) dan 
merobohkan hukum (breaking the law). Kendati hukum itu 
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dibuatnya sendiri, ternyata tidak mudah untuk hidup 
dengan hukum tersebut. Sejak hukum itu selesai dibuat, 
kehidupan tidak serta merta berjalan mulus, tetapi tetap 
penuh dengan gejolak dan patahan. 

Di belakang drama tersebut, manusia memegang peran 
utama. Sejarah hukum penuh dengan jejak-jejak per- 
gulatan manusia untuk menemukan tatanan yang ideal 
bagi zamannya. Ada saatnya ia membangun suatu tatanan 
yang “bengis”, yang akhirnya diubahnya sendiri menjadi 
lebih lembut. 2 

Kehidupan membutuhkan kaidah sosial dan di zaman 
sekarang, hukum menjadi primadona. Melalui lembaga- 
lembaga yang diciptakannya, manusia memproduksi hu- 
kum. Tetapi uniknya, hukum itu di sana-sini dirasakan 
membelenggu dan manusia ingin lolos dari belenggu 
tersebut. Bahkan, seperti akan diuraikan di bab Jain dalam 
buku ini, orang sempat mengatakan, bahwa tanpa hukum 
pun kehidupan bisa berjalan. 

Lalu, salahkah manusia yang mencoba meloloskan diri 
dari "belenggu" hukum? Meloloskan diri di sini tidak 
berseberangan secara diametral dengan kepatuhan kepada 
hukum. Kepatuhan kepada hukum adalah satu hal, dan 
pelolosan atau pembebasan diri dari hukum adalah 
masalah yang beda. | 

Buku ini ingin mengajak pembaca untuk tidak melihat 
dan berpikir secara hitam putih. Di berbagai sudut dari 
buku ini muncul gambaran yang tidak hitam-putih seperti 
itu. Ada jagat ketertiban, dimana hukum hanya menempati 
sudut kecil di situ, ada cara berhukum bangsa-bangsa yang 
beraneka ragam, ada aktivitas berhukum yang terjadi di 
luar hukum negara, dan seterusnya. 

Schuyt, Ellickson, misalnya, nanti akan tampil me- 
nunjukkan, bahwa sikap dan tindakan yang berlawanan 
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dengan kewajiban hukum bisa mempunyai alasan yang 
masuk akal. Hukum tidak selalu benar, ia tidak memo- 
nopoli kebenaran, hukum bisa salah. Di sini ketidak- 
paluhau kepada hukum perlu didengar dan diterima 
sebagai suatu usaha untuk mengoreksi adanya sesuatu 
yang tidak benar. Terjadilah pergulatan secara terus- 
menerus antara membuat hukum (rule making) dan 
mematahkannya (rule breaking) tersebut di muka. 

Di atas dikemukakan, bahwa di zaman sekarang, 
hukum merupakan primadona dalam jagat kaidah-kaidah 
sosial. Hal itu terjadi karena hukum memiliki sekalian 
kelengkapan, legitimasi dan kekuatan untuk memaksakan 
tatanan yang dikehendakinya. 

Sudah terlalu sering kita mendengar ujaran "ubi soci- 
etas 1bi ius” (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum). 
Pada hemat saya, itu baru merupakan pernyataan yang 
sederhana, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang 
tidak bisa hidup di luar tatanan. Tetapi, ia tidak mem- 
bicarakan kerumitan yang ada antara "societas” dan "1us” 
tersebut. Tidak tergambarkan bagaimana intensif dan rumit 
kaitan antara keduanya, apalagi sejak sekarang kita 
menggunakan yang disebut hukum modern. Jarak antara 
masyarakat dan hukumnya menjadi makin jauh, ibarat 
"benda asing dalam tubuh”. Sebagian orang mengatakan, 
bahwa hukum modern telah mengiris ke dalam daging 
sendiri, yang menggambarkan betapa tajamnya tipe hu- 
kum modem itu. 

Tidak sederhana untuk mengatakan, bahwa hukum 
menciptakan keamanan dan ketertiban. Alih-alih berbuat 
demikian, hukum juga bisa menimbulkan persoalan. Ke- 
kurangan berhati-hati dalam membuat hukum memiliki 
risiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau me- 
nimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Hukum juga 
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memiliki potensi untuk menjadi kriminogen. Sungguh, 
inilah tragedi manusia dan hukumnya. 

Hukum yang umum dipakai di dunia dewasa ini, yang 
dikenal sebagai hukum modern, adalah hukum yang 
memiliki tipe khusus, yang tidak dijumpai sepanjang 
sejarah hukum di dunia, karena baru muncul sekitar abad 
ke-18/19. Lebih khusus lagi, hukum modern itu memiliki 
asal-usul sosial dan kulturalnya sendiri, yaitu suatu institut 
yang dikembangkan di Eropa. 

Maka, diproyeksikan pada kenyataan yang demikian 
itu, kita bisa mengatakan, bahwa dimungkinkan adanya 
kehidupan manusia tanpa hukum. Selama ribuan tahun 
sejarah peradaban manusia, kehidupan tetap berjalan baik 
tanpa menggunakan hukum modem, yang baru muncul 
beberapa abad terakhir ini. 

Sementara itu jarum jam peradaban terus berdectik, 
hukum itu terus berkembang dan dikembangkan dari abad 
ke abad. "Hukum” duaribu tahun yang lalu jauh berbeda 
dengan hukum kita sekarang. Hukum tidak akan bisa 
berubah dan berkembang seperti itu apabila tidak aktor 
pengubahnya, yang tidak lain adalah manusia sendiri juga. 

Sebagaimana nanti akan dituliskan pada bab-bab lain 
ci belakang, bentuk dan tipe hukum itu berkembang dari 
masa ke masa. Pada saat kita berdiri di dunia abad ke-21 
ini, maka kita akan mengatakan, bahwa yang namanya 
hukum adalah hukum seperti kita kenal sekarang ini, yang 
umum dinamakan "hukum modern”. Diteropong dengan 
kacamata ini, maka pada masa-masa lampau yang jauh 
tidak tampak kehadiran apa yang sekarang dinamakan 
hukum itu. Kendatipun demikian, ternyata kehidupan 
manusia pada masa itu berjalan dengan cukup baik juga, 
sekalipun tidak berdasar atau menggunakan hukum 
sebagaimana kita kenal dewasa ini: 
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Kita tidak bisa menghakimi masa lalu dengan me- 
ngatakan, bahwa manusia dan kehidupan pada waktu itu 
adalah “primitif”, karena tidak mengenal hukum se- 
bagaimana hukum modern sekarang ini. Untuk setiap 
kurun waktu tertentu, hukum itu selalu modern. Di dan 
untuk zaman feodal, sistem hukum feodal adalah modem. 
Kita bisa membayangkan, bahwa andaikata sistem hukum 
modern digunakan di abad-abad ke-6 atau 7, maka 
bukannya masyarakat menjadi tertib dan teratur, tetapi 
malah akan muncul kehidupan yang kacau. Begitu juga 
dengan sistem hukum yang terkotak-kotak, seperti di masa 
Staendestaat abad ke-12-13, adalah modem untuk masa- 
nya. Tetapi apabila diukur dengan standar hukum modern, 
maka bisa dikatakan, bahwa pada masa Standestaat itu, 
orang belum mengenal hukum, karena masing-masing 
komunitas (stande, estate) mempunyai hukumnya sendiri. 

Keadaan sebagaimana diuraikan di atas membawa kita 
kepada perenungan tentang hakikat dari hukum, masya- 
rakat dan kehidupan manusia. Ternyata kehidupan bisa 
berjalan tanpa membutuhkan jasa dari apa yang sekarang 
kita sebut sebagai hukum. 

Sampai di sini kita teringat pada kritik Van Vollenhoven 
pada masa kolonial terhadap rekan-rekannya sesama ahli 
hukum dalam melihat kehidupan di Indonesia, atau 
Nederlands-Indie pada waktu itu. Dikatakan oleh mereka, 
bahwa di Indonesia tidak ada hukum. Vollenhoven meno- 
lak pendapat itu dengan alasan, bahwa mereka sudah 
menggunakan standard atau kacamata yang salah, yaitu 
kacamata hukum Belanda. Kacamata itu harus diganti 
dengan kacamata hukum Indonesia dan barulah keha- 
diran hukum di negeri ini bisa terlihat. Maka sejak saat itu, 
Vollenhoven pun dinobatkan sebagai "Bapak Hukum 
Adat”. 
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Pembacaan terhadap sejarah tersebut di atas me- 
ngajarkan kepada kita, bahwa kehadiran suatu tipe 
hukum: itu berkelindan erat dengan konstelasi sosial, 
politik dan ekonomi yang ada pada suatu masa, bahkan 
juga kultur. 

Kita bisa menangkap adanya hal-hal yang lebih 
mendasar, yang melandasi dunia manusia dan hukumnya. 
Indonesia yang demikian luas dan majemuk bisa menjadi 
contohyang sangat bagus tentang kehadiran komunitas- 
komunitas dimana hukum nasional (baca: hukum modern) 
tidak berlaku dengan kuat, karena komunitas itu secara 
tradisional menggunakan cara pengorganisasian keter- 
tiban yang berbeda. Bahkan, seperti hasil penelitian Lir. 
Bernard L. Tanya, hukum nasional itu menjadi semacam 
beban budaya bagi masyarakat lokal di Sumba, sebagai- 
mana akan dibicarakan di belakang nanti. 

Ternyata, hukum adalah salah satu eksemplar saja dari 
pengorganisasian masyarakat menuju kepada ketertiban. 
Maka alih-alih berbicara mengenai hukum, kita berbicara 
tentang "ketertiban feodal”, "ketertiban Staendestaat” dan 
lain-lain. Maka dapat diajukan satu pendapat, bahwa 
manusia tidak bisa hidup di luar ketertiban, tetapi tetap 
bisa hidup tanpa menggunakan hukum (modern). Tanpa 
ketertiban, suatu komunitas akan melakukan bunuh diri. 

Sebagai kelanjutannya, di sini diajukan pendapat, 
bahwa setiap komunitas, sesuai dengan kearifannya, akan 
membangun ketertibannya sendiri, sebagai kebutuhan 
yang mutlak yang mendasari berbagai aspek kehidupan 
manusia. Pengorganisasian ketertiban yang demikian itu 
tidak bisa "disalahkan”, semata-mata karena menyimpang 
dari standar hukum modern. Ketertiban pra-modern itu 
memiliki sifat yang lebih alami. 
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Ketertiban lebih substansial sifatnya daripada hukum. 
Hal ini terlihat sejak perjalanan sejarah hukum sampai 
pada suatu titik persimpangan, dimana terjadi bifurkasi 
atau persimpangan. Momentum bifurkasi tersebut terjadi 
sejak kemunculan hukum modern sebagai tipe yang sangat 
spesifik itu. Hukum modern meninggalkan cara-cara 
pengorganisasian ketertiban masyarakat sebelumnya yang 
sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Secara singkat 
dapat kiranya dikatakan, bahwa apabila cara-cara mene- 
gakkan ketertiban lama lebih bertumpu pada keadilan dan 
pencarian keadilan, maka tidak demikian halnya dengan 
hukum modem. 

Hukum modern sarat dengan bentuk-bentuk formal, 
dengan prosedu-prosedur dan dengan birokrasi penye- 
lenggaraan hukum. Materi hukum dirumuskan secara 
terukur dan formal dan diciptakan pula konsep-konsep 
baru serta konstruksi khusus, juga tidak setiap orang bisa 
menjadi operator hukum, melainkan mereka yang memiliki 
kualifikasi khusus dan menjalani inisiasi formal tertentu. 
Hakim harus berijazah sarjana hukum, advokat harus 
punya lisensi kerja, dan seterusnya. 

Akibatnya hukum berubah menjadi institusi artifisial 
dan makin menjauh dari rakyat atau masyarakat. Bagi 
masyarakat umum, hukum lalu menjadi dunia yang 
esoterik, yaitu yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang 
yang telah menjalani inisiasi atau pendidikan khusus. 
Sejak ketertiban diwakili oleh hukum yang terstruktur dan 
diadministrasi secara rasional itu, maka orang tidak bisa 
lagi bergerak secara aman dan selamat di masyarakat, 
kecuali memperoleh panduan dari pawang-pawang hu- 
kum, seperti advokat. Orang tidak lagi bisa memper- 
juangkan kebenaran, hak-haknya dan sebagainya, kecuali 
disalurkan ke dalam jalur hukum modem itu. Seorang yang 
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benar-benar memiliki bidang tanah secara turun-temurun 
tiba-tiba “dirampas” dan "kehilangan” tanahnya, hanya 
karena tidak memiliki sertifikat. Kegemparan seperti ini 
terjadi pada masa Aceh pasca-tsunami. Lebih celaka lagi, 
karena yang melakuan perampasan itu tidak lain adalah 
hukum yang seharusnya melindungi rakyat itu sendiri. 
Hukum modern tidak lagi menjadi bagian dari pengor- 
ganisasian suatu ketertiban yang "utuh dan alami”, 
melainkan sudah menjadi barang asing. 

Inilah tragedi kehidupan manusia, sejak muncul hu- 
kum modem itu. Bifurkasi terjadi, oleh karena peradaban 
manusia dihadapkan pada suatu persimpangan antara 
berkehidupan hukum secara substansial (baca: lebih 
alami) atau secara rasional-formal-prosedural. Keinginan 
alami manusia adalah untuk mendapat keadilan dalam 
kehidupan bermasyarakat atau berinteraksi dengan se- 
sama anggota masyarakat. Dan moda hidup separti itulah 
yang telah berlangsung ribuan tahun lamanya. 

Akan tetapi, yang kemudian terjadi sejak muncui 
hukum modern adalah bahwa pencarian keadilan bukan 
lagi merupakan monopoli yang menjadi ciri dari hukum. 
Pengadilan modern bukan lagi merupakan rumah ke- 
adilan, melainkan (juga) untuk menerapkan undang- 
undang dan prosedurnya. Pengadilan bukan lagi meru- 
pakan "arena keadilan”, melainkan menjadi "arena para 
gladiator hukum”, seperti advokat, hakim dan jaksa. 
Datang ke pengadilan bukan lagi semata untuk men- 
dapatkan keadilan, tetapi untuk menang. Melalui per- 
mainan hukum dan prosedur, pengadilan berubah menjadi 
tempat bermain silat. Terjadilah "persidangan undang- 
undang dan prosedur” dan bukan "persidangan keadilan”, 
sehingga, dengan agak sinis, orangpun bicara mengenai 
"trials without yustice”. 
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Ilustrasi mengenai hal tersebut, di Indonesia, banyak 
terjadi pada pengadilan mengenai perkara-perkara ko- 
rupsi. Pada saat masyarakat meyakini, bahwa seseorang 
melakukan perbuatan korupsi, akhirnya harus menerima 
kenyataan lolosnya orang tersebut dari jaring hukum. 
Maka hukum dan pengadilan mendapat julukan baru 
sebagai "pelabuhan yang aman” bagi para koruptor. 

Pada waktu publik Amerika Serikat dihadapkan pada 
kenyataan bebasnya O.J. Simpson dari dakwaan mem- 
bunuh mantan isterinya, publik yang umumnya kecewa 
hanya melampiaskan kekesalannya dengan mengatakan 
"apa boleh buat, itulah hasil dari kerja sistem yang telah 
kita pilih sendir?”. 

Pada suatu momentum dalam sejarahnya, umat ma- 
nusia merasa dan bahkan yakin, bahwa mereka telah 
menemukan tipe hukum yang ideal. Itu terjadi pada abad 
ke-19, yang sering dinyatakan sebagai puncak perkem- 
bangan hukum dan lain-lain. Begitu besar keyakinan 
manusia mengenai capaiannya itu sehingga berani me- 
ngatakan, bahwa puncak perkembangan hukum telah 
dicapai dan tidak akan ada lagi perkembangan lebih 
lanjut. Dalam bidang politik, Francis Fukuyama juga 
melontarkan keyakinan seperti itu, yaitu bahwa dengan 
ditemukannya demokrasi sebagai moda berpolitik, maka 
keadaan puncak teiah dicapai. Sejarah telah berhenti, "the 
end of history”, begitu kata Fukuyama. 

Memang menarik untuk berbicara seperti Fukuyama, 
yang diikuti oleh pandangan serupa, seperti "the end of 
science” oleh John Horgan. Tetapi, sejarah dan ilmu pe- 
ngetahuan toh tetap terus berjalan dan manusia tidak 
henti-hentinya memutar terus jarum sejarah, dan tidak 
henti-hentinya pula meneruskan “proyek” sainsnya. Ba- 
rangkali Thomas Kuhn lebih baik, pada waktu berbicara 
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